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PENDAHULUAN

Aktivitas kriminal, juga dikenal sebagai kejahatan, adalah jenis “perilaku
menyimpang” yang merasuki semua bentuk masyarakat dan tidak pernah
hilang. Perilaku menyimpang dapat menimbulkan konflik antarpribadi serta
keresahan sosial dan merupakan ancaman norma-norma sosial yang mungkin
atau aktual yang menjunjung tinggi kehidupan dan ketertiban masyarakat,
menurut Saparina Sadil. Sebagai sebuah permasalahan sosial, kejahatan
nampaknya merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada
masyarakat tertentu (nasional), namun juga seluruh masyarakat di seluruh
dunia; dalam kata-kata Seiichiro, hal itu telah berubah menjadi fenomena global.
Dikatakan bahwa hal ini merupakan isu global karena jumlah yang meningkat
serta semakin seriusnya pandangan terhadap kualitas.

Kasus hoax Hal Hal ini terjadi di hampir setiap negara di dunia, termasuk
Indonesia. Hingga 17 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika
telah menemukan 2.171 konten terkait 5.829 hoaks beredar di media sosial terkait
COVID-19. Mengingat fakta dihimpun Liputané.com, pada Senin 18 April 2022,
hoaks seputar penyebaran Covid-19 diunggah ke Facebook sebanyak 5.109 kali,
Twitter 577 kali, YouTube 55 kali, Instagram 52 kali, dan TikTok 36 kali. Dalam
upaya membendung penyebarannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika
juga telah menangani hoaks Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik
telah menyelidiki 5.599 hoaks Covid-19 dan telah menyerahkan 767 konten
untuk penegakan hukum. Untuk menghindari menyakiti orang lain dengan
menyebarkan informasi palsu, kita perlu berhati-hati terhadap semakin
banyaknya hoaks seputar COVID-19. Pada 17 April 2022, hoaks yang beredar
tentang COVID-19 lebih banyak dibandingkan pada 16 April 2022, yang
ditemukan di media sosial sebanyak 2.171 konten dan 5.825 hoaks tentang virus
tersebut.

Beberapa contoh penyebaran hoax di era pandemic covid -19 yang
ditangani oleh Polda Sumatera Utara adalah:

1. Advokat Ucok Togar H. Lumban Gaol, terlapor terkait dugaan
penyebaran hoax, sepakat untuk berdamai dengan Pemerintah
Kabupaten Dairi, pihak pelapor dalam kasus ini. Berdasarkan Tanggal 27
April 2020, Laporan Polisi Nomor (LP) LP/740/1V/2020/SUMUT /SPKT
II, Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut telah
menangani kasus tersebut. Surat perdamaian kedua menjadi penanda
surat ini. Hermasyah Hutagalung, anggota tim kuasa hukum terlapor,
dan Leonardus Sitohang, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, keduanya
menyaksikan langsung para pihak yang menandatangani dokumen
bertanda uang Rp. Perangko 6.000 pada tanggal 1 Juni 2020 di lokasi kota
Medan. Kasus tersebut, menurut informasi yang dihimpun, bermula dari
update status Facebook dari Ucok Lumban Gaol. Postingan tersebut
memuat tudingan dan kebohongan yang ditujukan kepada pemerintah
Kota Medan dan Kabupaten Dairi. Postingan tersebut menyatakan bahwa
mereka membagikan beras kepada masyarakat dan mantan anggotanya
memberikan kontribusi gaji akibat wabah Covid-19. Pimpinan DPRD
mendapat mobil dinas baru, dan Pemkab Dairi mendapat sumbangan dan

55



Sitepu, Mulyadi, M.Ekaputra, Marlina

bantuan untuk masyarakat. Bagimu, makanlah telur itu." Alih-alih
meminta maaf, pengacara Medan ini malah semakin khawatir dengan
pekerjaannya. Ia bahkan sampai menulis komentar di Facebook yang
menyatakan bahwa ia lebih suka dilaporkan karena ia yakin praktik
hukum itu berbahaya hak kekebalan atas segala perbuatannya. Salah satu
Sebuah postingan yang dianggap menghina instansinya menimbulkan
luka dan hinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), staf Bagian Hukum
Pemkab Dairi. Alhasil, ia mengambil tindakan hukum karena pihak yang
melanggar gagal menyampaikan permintaan maaf dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam korespondensi somasi hukum (pro justitia) di
Mapolda Sumut beserta laporan terkait kepada pihak berwajib, tertanggal
27 April 2020, dan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/740
/IV/Sumut/Spkt.IL

. Pegawai Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut kini tengah

menangani kasus tersangka HG yang diduga membuat pemberitaan
bohong yang menyebut Istana Kepresidenan di-lockdown atau ditutup
karena virus yang dikenal sebagai COVID-19. 18 Maret hari Rabu, di
Medan, AKBP MP Nainggolan, Kasubid Penerangan Polda Sumut,
menyatakan HG masih menjalani pemeriksaan menyeluruh di ruang
Ditreskrimsus.

. Surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy

Rahmayadi yang meminta dukungan dana pengamanan pilkada telah
disalurkan. Surat tersebut merupakan hoaks, menurut Pemerintah
Provinsi Sumut yang membenarkan hal tersebut. Surat bertanggal 20
Oktober 2020 itu dilihat detikcom pada Minggu 25 Oktober 2020. Surat itu
dikirimkan kepada pimpinan direksi perseroan di Sumut. Surat tersebut
meminta uang kepada dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya
Pilkada 2020. Terkait surat tersebut, Pemprov Sumut pun memberikan
penjelasan. Surat itu tidak benar, seperti yang ditegaskan Pemprov
Sumut. “Banyak oknum yang menyebarkan surat edaran yang ditujukan
kepada Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut, meminta dukungan dana
untuk terselenggaranya pemilu daerah. Surat edaran itu tidak benar,
dengan ini kami informasikan kepada Anda,” demikian bunyi akun resmi
Humas Sumut. Foto surat permintaan bantuan keuangan —yang ditandai
sebagai hoaks —juga dilampirkan di postingan tersebut.

Akibatnya, penyebaran Hoax atau berita palsu yang menjadi viral dan

berdampak pada sebagian besar masyarakat membentuk opini publik. Dapat
menimbulkan perpecahan dan membahayakan kesatuan keberagaman dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berdampak pada putusnya
hubungan antar individu (masyarakat) pada saat sosialisasi.
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TINJAUAN PUSTAKA

Kasus hoax Hal Hal ini terjadi di hampir setiap negara di dunia, termasuk
Indonesia. Hingga 17 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika
telah menemukan 2.171 konten terkait 5.829 hoaks beredar di media sosial terkait
COVID-19. Mengingat fakta dihimpun Liputan6.com, pada Senin 18 April 2022,
hoaks seputar penyebaran Covid-19 diunggah ke Facebook sebanyak 5.109 kali,
Twitter 577 kali, YouTube 55 kali, Instagram 52 kali, dan TikTok 36 kali. Dalam
upaya membendung penyebarannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika
juga telah menangani hoaks Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik
telah menyelidiki 5.599 hoaks Covid-19 dan telah menyerahkan 767 konten
untuk penegakan hukum. Untuk menghindari menyakiti orang lain dengan
menyebarkan informasi palsu, kita perlu berhati-hati terhadap semakin
banyaknya hoaks seputar COVID-19. Pada 17 April 2022, hoaks yang beredar
tentang COVID-19 lebih banyak dibandingkan pada 16 April 2022, yang
ditemukan di media sosial sebanyak 2.171 konten dan 5.825 hoaks tentang virus
tersebut.

METODOLOGI

Dengan Kajian ini fokus pada masalah hukum karena menggunakan
kerangka yuridis normatif normatif. Yuridis normatif artinya harus menentukan
kebenaran koherensi untuk menentukan apakah suatu undang-undang sejalan
dengan norma, apakah norma itu berupa arahan atau larangan yang mengikuti
pedoman hukum, serta legalitas perbuatan seseorang. norma —bukan sekadar
peraturan—atau konsep hukum analitis, yang mengungkapkan aturan-aturan
yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang diselidiki. Tujuan dari metode
deskriptif analitis adalah untuk memberikan kumpulan data yang potensial
tentang item penelitian sehingga dapat menyelidiki cita-cita, lalu menganalisis
data tersebut dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan atau teori
hukum relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tinjauan tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kata-kata Inggris "hoax" mengacu pada penipuan, kecurangan, desas-
desus, berita palsu, dan berita palsu. Dengan demikian, informasi yang tidak
benar bisa dianggap informasi palsu. Menurut Wikipedia, hoax adalah “berita
palsu” merupakan upaya untuk menyesatkan atau membodohi pendengar dan
pembaca agar mempercayai sesuatu.

Bersifat hukum normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif.

1) Legenda atau mitos masa lalu yang meskipun tidak benar, namun

diturunkan dari generasi ke generasi,

2) Sanjungan dan fitnah Meskipun demonisasi berarti membuat sesuatu
tampak seburuk mungkin, seolah-olah tidak memiliki kualitas
penebusan sama sekali, mengagungkan sesuatu berarti melebih-
lebihkannya agar tampak megah, mulia, dan tanpa cela.

3) Informasi yang sepenuhnya palsu atau dibuat-buat, disebut juga berita
palsu.
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4) Informasi yang menyesatkan, atau tidak benar secara faktual, namun
disajikan sebagai fakta dengan memutarbalikkan, mencampur, atau
mengemas data.

Berita palsu atau hoax hadir dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Berita palsu adalah informasi yang sekedar menyatakan kembali atau
menggantikan berita asli. Tujuan berita ini adalah untuk menyesatkan
atau menyajikan informasi yang tidak akurat. Penulis berita palsu
sering kali menambahkan informasi yang tidak benar ke dalam cerita
mereka, sehingga mengubahnya menjadi lebih buruk.

b. Clickbait, atau Tautan yang diposisikan dengan sengaja pada satu
laman web dikenal sebagai tautan buruk yang mengarahkan pengguna
ke situs lain. Meskipun konten ini akurat, judulnya terlalu dramatis atau
memiliki gambaran yang mengganggu menarik pembaca agar
mengekliknya.

c. Kecenderungan terjadinya bias konfirmasi adalah menganggap
peristiwa yang terjadi baru-baru ini sebagai pendukung keyakinan yang
dianut sebelumnya.

d. Misinformasi: Informasi yang tidak akurat atau salah, khususnya yang
dimaksudkan untuk menyesatkan.

e. Satire : Sebuah karya tulis yang mengolok-olok kejadian terkini dengan
menggunakan humor (lelucon) dan berlebihan.

f. Pasca-kebenaran: Situasi di mana emosi lebih mempengaruhi opini
publik dibandingkan informasi.

g. Menyebarkan informasi, perselisihan, rumor, rumor, sebagian
kebenaran, atau bahkan kejadian yang mempengaruhi opini publik
disebut sebagai propaganda.

Wabah global Virus corona, yang juga disebut sebagai Covid-19, telah
menyebar ke hampir setiap negara di dunia pada awal tahun 2020 mengejutkan
semua orang. 214.894 orang telah tertular virus corona pada 19 Maret 2020 8.732
orang meninggal dunia, dan 83.313 orang sembuh. Semua negara rentan
terhadap penyebaran dan serangan virus corona, terlepas dari tingkat
pembangunan atau kekayaannya. Terdapat kelompok masyarakat yang
terpecah: mereka yang percaya dan bertindak cepat, mereka yang ragu untuk
bertindak, dan mereka yang tidak percaya atau bahkan cenderung
“meremehkan” virus berbahaya ini. Pada akhirnya, seluruh negara tidak
berdaya melawan mikroorganisme mikroskopis yang tidak terlihat ini. Awal
tahun 2020, Virus corona, juga dikenal sebagai Covid-19 sudah mulai menyebar
ke seluruh Indonesia. Salah satu masalah terkait komunikasi adalah Hoax atau
disinformasi atau berita palsu (fake news). Hoax menjadi salah satu masalah
dominan dalam Indonesia bukan satu-satunya negara yang menangani COVID-
19 tetapi juga dinegara-negara maju lainnya. Isu hoaks, disinformasi, atau kabar
bohong berdampak buruk terhadap upaya penanganan Covid-19. Seperti dalam
situasi bencana alam, Sepanjang pandemi Covid-19, jumlahnya banyak terlalu
khawatir, panik, dan bereaksi berlebihan dengan melakukan tindakan yang
tidak masuk akal. Pengalaman kepanikan Hal ini terjadi tidak hanya di negara-
negara terbelakang tetapi juga di negara-negara lain kaya juga tidak terkecuali.
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Dalam suasana yang tidak menentu tersebut muncul isu tentang informasi atau
berita yang belum tentu benar atau hoax. Apalagi dengan perkembangan
teknologi informasi dan media sosial, isu tentang konspirasi teori, pengobatan
Covid-19, cara penularan, dan kecepatan penyebaran menambah kepanikan
masyarakat menghadapi Covid-19. Sebagai contoh, Di tengah pandemi Covid-19,
pemberitaan mengenai bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu pemberitaan
yang mungkin bisa menggoyahkan opini masyarakat. Baik berita nyata maupun
palsu telah menjamur di media sosial, khususnya di daerah setempat.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang berupaya
menjamin bahwa hukum pidana bisa dirumuskan dan diterapkan dengan
sebaik-baiknya. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana memiliki makna
yang sama dengan politik hukum pidana, yaitu:

1) Upaya menciptakan suatu peraturan pidana dengan sedemikian rupa pada
situasi dan keadaan pada suatu waktu;

2) Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dalam menetapkan
regulasi yang diinginkan untuk mengimplementasikan kedalam
lingkungan masyarakat, serta untuk membentuk kondisi dan situasi yang
diinginkan.

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam merumuskan kebijakan
mengenai tindak pidana penyebarluasan informasi palsu yang menimbulkan
masalah:

1. Kebijakan dan perencanaan terhadap segala aktivitas yang melanggar

hukum;

2. Perencanaan dan kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku

kejahatan; Dan

3. Kebijakan dan perencanaan penetapan denda dan akibat lain atas

tindakan yang dilakukan.

Sistem perundang-undangan Indonesia memiliki berbagai Berikut daftar
undang-undang yang mengatur tentang hoaks dan berita bohong;:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa klausul yang mengendalikan penyebaran informasi palsu atau
palsu Berbagai bagian dalam KUHP terdiri dari referensi mengenai hal tersebut.
Berikut ini, terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai pasal-pasal yang
menurut KUHP mengendalikan hoaks dan berita bohong.

a. Pasal 311 KUHP menyebutkan, “Barangsiapa melakukan tindak pidana
Menulis pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik diancam
dengan hukuman penjara maksimal empat tahun, asalkan dapat
membuktikan bahwa keterangan yang dibuatnya itu benar, sekalipun tidak
memberikan bukti. dan kejahatan yang mereka lakukan berkaitan dengan
apa yang diketahui.”

b. KUHP, Pasal 378: “Setiap orang mencari keuntungan bagi dirinya apakah itu
Anda atau orang lain secara ilegal, memaksakan kewajiban kepada orang
lain melalui suatu keputusan, mengambil identitas atau martabat palsu, atau
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melalui serangkaian transkripsi memaksa orang lain untuk memberinya
sesuatu." Penipuan yang melibatkan penghapusan RUU itu terancam
hukuman maksimal empat tahun penjara.

c. Pasal 390 KUHP menyatakan: “Barangsiapa berupaya memperoleh
keuntungan atas orang lain dengan cara menentang kewenangan menaikkan
atau menurunkan harga barang, dana, atau surat berharga melalui
penyebarluasan keterangan palsu, dapat dipidana dari dua tahun delapan
bulan penjara seumur hidup.."

Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Tahun 1946 UU Nomor 1 memuat ketentuan sehubungan dengan Pasal 14
dan 15 yang mengkriminalisasi penyebaran informasi palsu.

a. Pengaturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Ayat 1 Pasal 14 menyatakan: “Kemungkinan untuk menerima pidana
penjara paling lama sepuluh tahun dijatuhkan kepada setiap orang
yang dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,
dengan sengaja menimbulkan keributan di kalangan masyarakat.”

b. Pengaturan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Sesuai paragraph (2) paragraph 14 seseorang yang menyebarkan berita
atau memberitahukan orang lain dengan cara yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat, meskipun ada kecurigaan yang
masuk akal bahwa informasi tersebut tidak benar, terancam hukuman
maksimal tiga tahun penjara.

c.  Pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Pasal 15 berbunyi: “Barangsiapa Menyebarkan informasi palsu, baik
berlebihan, tidak lengkap, atau tidak jelas, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun, padahal pelaku mengetahui bahwa
wajar jika informasi tersebut diasumsikan akan atau telah
menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Selain dikontrol masuk Penyebaran informasi palsu dilarang dalam KUHP,
Peraturan Hukum Pidana Tiga undang-undang yang relevan maknanya adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan memuat klausul
yang penyebaran informasi palsu, seperti Terkait perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lihat Pasal 28
ayat (1) undang-undang tersebut, serta Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Interpretasi artikel ini adalah sebagai
berikut.
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Pengaturan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

(1) Setiap orang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan keliru serta
merugikan dengan sengaja dan tanpa izin bagi nasabah yang melakukan
pertukaran digital.

(2) Setiap orang atau kelompok yang menyebarkan informasi dengan maksud
untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau
kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, atau hubungan
antargolongan dengan cara yang disengaja dan melawan hukum (SARA).

Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU

Menurut “Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
enam (enam) tahun penjara dan/atau pidana penjara paling lama enam (enam)
tahun penjara. penjara... paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”
bunyi Pasal 45 ayat (2) ayat (2).

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang
Menimbulkan Keonaran dalam Ketentuan Pidana di Masa Mendatang
KUHP UU No 1 Tahun 2023 UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 263 dan Pasal 264
memuat ketentuan mengenai undang-undang tersebut.
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 Ayat 1 KUHP Mengatur
Tindak Pidana Penyiaran Berita Palsu yang Menimbulkan Kerusuhan
Pasal 263 Ayat 1 UU Nomor 23 tentang Sesuai KUHP, siapa pun yang
menyebarkan berita atau pemberitahuan di masyarakat padahal diketahui
palsu, diancam Ancaman hukumannya maksimal denda maksimal kategori
V atau enam tahun penjara.

b. Ketentuan KUHP tentang Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang
Menimbulkan Keonaran, Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 Ayat
(2)
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 tentang
Menurut KUHP: “Barangsiapa menyebarkan berita atau pemberitahuan,
meskipun ada dugaan yang wajar bahwa berita atau pemberitahuan itu
palsu dan dapat menimbulkan kegaduhan anggota masyarakat dapat
diancam dengan pidana denda paling banyak golongan IV atau pidana
penjara empat (empat) tahun.”
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c. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan
Keonaran dalam Pasal 264 Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barangsiapa menyebarkan informasi yang salah, berlebihan, atau
tidak lengkap meskipun mereka mengetahui atau memiliki bukti kuat yang
menunjukkan hal itu informasi tersebut benar menyebabkan
diumumkannya berita itu kepada masyarakat, diancam dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
golongan III. “sebutkan Pasal 264 yang memformulasikan delik penyiaran
berita tidak menentu yang menimbulkan keonaran..” Jika di analisis
menggunakan Kebijakan Rumusan Hukum Pidana dan Teori Kebijakan
Hukum Pidana terkait dengan delik penyebarluasan informasi palsu (Hoax).
dilakukan di masa pandemi covid - 19 belum terwujud dikarenakan belum
adanya kebijakan atau undang-undang yang khusus mengatur kejahatan
yang melibatkan hoaks selama wabah Covid-19.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana: Hukum dan peraturan di Indonesia
mengatur kriminalisasi berita palsu selama pandemi Covid-19 atau hoaks tunduk
pada sejumlah undang-undang khususnya sistem hukum Indonesia sebagai
berikut: Dalam Kuhp pengaturan tentang Pasal ini mengatur mengenai berita
bohong dan hoaks 311, pasal 378 dan pasal 390, sedangkan Perubahan Pasal 14
dan 15 Peraturan Informasi Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016, UU
Nomor 1 Tahun 2016, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 1946 yang mengatur
mengenai informasi palsu golongan IV KUHP mengatur hal-hal tersebut di atas
(ITE) pengaturan UU ITE mengatur Pasal 28:1-2, yang mengatur informasi palsu,
dan mengatur tentang pidana bagi yang melakukan tindak pidana di bidang berita
bohong digabungkan dengan ayat 2 pasal 28 dan ayat 2 pasal 45 A untuk kebijakan
hukum pidana Mengenai tindakan ilegal menyebarkan informasi palsu di
kemudian hari di atur KUHP baru, tepatnya dalam Maksud Pasal 263 Ayat 1 dan
2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Pasal 264 adalah untuk
memfasilitasi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional secara terencana,
terkoordinasi, dan terarah untuk mendukung pembangunan negara di berbagai
sektor terkhusus di bidang Hukum sesuai dengan kebutuhan pembangunan,
derajat keahlian hukum, dan dinamika perubahan sosial di Indonesia
kontemporer. Pemerintah perlu membuat Pengaturan Khusus terhadap
menyelidiki kejahatan penyebaran informasi palsu dalam keadaan darurat, seperti
pandemi Covid-19 karena Tindak Pidana Dimasa Kahar merupakan kejahatan
yang luar biasa karena kejahatan itu dilakukan di masa-rangkaian peristiwa yang
terjadi terlalu sering untuk dicegah oleh manusia, sehingga mustahil untuk
melakukan suatu aktivitas atau melaksanakannya dengan baik. Selain itu
Undang-undang yang di buat itu harus mengatur segala bentuk penyebaran berita
bohong/hoax.
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PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui Problematika
Hukum terhadap Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) di Masa Pandemi Covid-
19
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